MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110TROMOL POS NOMOR 1020TELP
(021) 3843348.3810350.3457661 FAKSIMIT F 3810361

Nomor .B~40 By, 3/KU.00/02/2017 O8 Februari 2017
Sifat . Segera

Lampiran . Satu set

Hal . Perpanjangan Batas Waktu

Yth.

. Sekretaris Kepaniteraan

. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA
Para Sekretaris Badan di Lingkungan MA

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

® oA ® N o

Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Nomor S-1545/PB/2017 hal Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan
Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-
BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B
BLU, SPHL/SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS Tahun Anggaran 2016 (surat terlampir),
dengan ini diminta Saudara untuk menyelesaikan proses penyesuaian administratif atas
pertanggungajawan transaksi keuangan T.A. 2016 dan memenuhi sesuai ketentuan
yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Biro Keuangan,

Sutisna, S.Sos, MPd
NIP."19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

2. Panitera Mahkamah Agung RI,

3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Llngkungan Mahkamah Agung RI,
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

"GEDUNG: PRY IALAN VAPANGAN BANTENG TIMUR NO:. 2- 4 JAKARTA 10710
) TEL!:PON 021 84492&0 i (=521 2434 0959 FAXIWLE 021~384 A02 33454640,

Februari 2017

SP3B BLU
Iata Trarisaksi
SF’2B BLU

,’02!2017 tentang Tata Cara Rewsuf
Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-

Bl 016‘ entang ,edoman Pelaksanaan Penenmaan dan Pengeluaran Negara: Pada Akhir
§ "v,paya menjaga kuahtas penyusunan Laporan

. ‘Proses penyelesaian SPMISP2D ~ GUP' Nihil/PTUP Tahur' 2016 (Lampifan V).
3. Perubshan data fransaksi pertanggungjawaban keuangan T.A. 2016 atas ‘dispensasi
dimaksud dilaporkanpada:

a. Laporan Keuangan Kementenan Negara/Lembaga I Laporan Keuangan BUN Tahun




en Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat
mriitral ‘kerjanya, ‘sértd melakukan: persiapan dan. ‘konsultasi awal
masing-masing jenis dispensasi pada satuan kerja titra kerjanya; |

. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanagar memonitor dan mengawasi pelaksanaan surat ini

Demikian disampaikan untukdipedomani:

Phoeo e ow
rektur Jendéral,

ki Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Sekretaris Ditien Perbendaharaan; dan
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen'Perbendaharaan.



Lampiran ¥Su rat: Direkiur.Jenderal Rerbenaaharaan
Nomar: "S- APBI20T
Tanggal : Februari 2017

LAMPIRAN |
'PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI.
PROSES PENGESAHAN TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG, DAN
PENGESAHAN PENCATATAN HIBAH BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Dispensasi proses penyesuaian -administratif atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam.
‘berituik uang, barang, jasa, dan suratberhargaidiatur sebagai berikut:

Pengelolaan H ah dan Perdlrjeni Perbendaharaan Nomor PE’R—«ST?P‘B/TZOT‘T ,’t;'er‘tfangTata'
& esahan Hibah: Langsung Behtuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan
Hibakh Langsung entuk Barang/Jasa/Surat. Berharga

2. Dokurmen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi
tanggal 31 Desember 2016,

B: HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG

'Proses pengesahan Hibah Langsung bentuk: uang sebagal bénkut

..... T " Rentang Waktu

: ffr”"gtst'r ,oleh satuan kerJa Kepada Dttjenv ~ Mulai tanggal 8
) ‘ Februari 2017

Mu!al tanggal 9
Februari 2017

"Mulai tanggal 10
Februari 2017

';Mulal tanggal 101

Perbendaharaan:mitra ~kerjanya

| B Pengesahan revisi DIPA oleh: KanW'i’I'fDitjjén“t’P;ér‘tfj‘féndfa'héréaﬁ |

dan/atau SPAHL oleh satuan Kerja kepada ~Akan diatur lebih lanjut

Penerbltan;SPHL dan/atau SPIHLoenKPEN | Akan diatur Iebih Tanjut

Penjelasan tahapan: pe-ng;esahan;":ﬁihah Langsung Bentuk Uang sebagai berikut:

1. Dispehisasi surat ijin pembukaah rekening-oleh KPPN diberi tanggal secara aktual sesuai
‘dengan tanggal ‘penerbitan:suratnya dengan memperhatikan batas waktudispensasi,




tentarig Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

3, Surat Pengesahian Revisi DIPA 2016 diberi tanggal secara aktual sesuai:dengan tanggal
p'enérb’itahasuratf’:p;eﬁgesghfaﬁ'-r_é.vis;’i;-,D‘rPA...

Pengetolaan T

Mulau tanggal 8
‘Februari 2017

Akan:;d iatur lebih lanjut

| Akan diaturlebihilanjut




Lamgiran ! Sural Ditektur-Jenderdl Perbendaharaan
Newor L8« PBROAT:
“Tanggal : Februari 2017

LAMPIRAN If
PETUNJUK TEKNIS'DISPENSASI
PROSES PENGESAHAN TRANSAKSI KEUANGAN DALAM RANGKA LAPORAN
'KONSOLIDASI UNTUK SATUAN'KERJA BADAN LAYANAN UMUM

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A.
2016 untuk kensolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut.
A. KETENTUAN UMUM
1s Tata icara ‘pehgesahan’ ‘pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan
Umun (BLU) mengikuti Kketentuan Perdlrjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011

;sebagaxmana diubah! ‘denhgan: 'PER-2/PB/2015 tentang: Mekanisme: Pengesahan
?Pendapatan :dan:Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Dokumen SP3B/BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal 31 Desember 2016.

B. DISPENSAS! PRSESPENYESUNANADM‘N{STRATIF

Tahapan T Rentang Waktu

N revxsf‘-D’lPA oleh—' atker BLU kepada Kanwil Ditjen | Paling lambat tanggal

@ [Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN




Lamprran |l Surat Direktur-Jenderal Perbendaharaan
‘Nomor: S~ 1PBROYT
Tanggal : Eebruar 2017

| LAMPIRAN it
'PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI.
PROSES'KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN

Dispensasi proses penyeésualar administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A.
2016 untuk kegiatan koreksi data keuangan 2016 diatur sebagai berikut:
B rEKETE,NTUAN' umMum

Negaras

2. ‘Tata icara koréksx data transaksn keuangan TA 2016 khusus untuk Satker BLUi

Satuan Kerja Badan‘iLayanan Umum

3. Koreksid ﬁta i’cransakm keuangan -atas: dokumen sumber antara Ialn SSBP SSPB; SSP

SPBB BLU/SP2B:BLU,3 SPM/SPZD-GU/TU/LS/N!H!L dan SP3

4. Pengajuan’koreksi data transaksi paling cepat tanggal 10 Februari 2017.
5. Koreksi data TIDAK TERMASUK permintaan VOID.

14 Februan 2017

:kas BLU dan 8P3)'oleh Satker kepa a;KFsPN

3 ;=Penyelesa|an Korekst data transaksi pendapatan negara oleh Mulax tanggal 10:s.d 16 |
1 [Eebruari 2017

gal. i
16: Februarn 2017




Lampirar IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaary
‘Nomor 4§-  /PB/20T7
Tanggal » Februari 2017

LAMPIRAN IV
PETUNJUK TEKNIS'DISPENSASI
PROSES PENYELESAIAN PAGU MINUS:

D‘spensasn proses: penyesualan administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A,
2016 untuk: penyelesa;an pagu minus:diatur, sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

bers1fat admnmstratlf dan tldak mengakzbatkan pengeluaran negara

2, Dalam rangka penyelesaian pagu minus; Satker menyampaikan. LRA Belanja untuk bulan
yang berakhir 31 Desember 2016 kepada KPPN untuk dilakukan analisis:

Sﬁifdfib{aﬁ',’-',‘tan_g'ga’iﬂfse'c'_ara aktual sesuai dengan tanggal

yang dlatur dalam: PMK. Nomor 10/PMK 02/2 17 ?te_ntang Tata.Cara ReVlSI Ang_zgaran
Tahun Anggaran 2017.

6. Dalam hal terdapat kendala:dalam penyelesaian pagu minus:yang tidak dapat diproses
penyelesaiannya pada Kanwil. Ditjen Perbendaharaan dan’ KPPN, Kanwil. Ditjen
Perbendaharaan menyampaxkan permasalahan tersebut kepada Direktur. Jenderal
Perbendaharaanu. p: D|rektur Pelaksanaan: Anggaran ‘dan Direkttir-Jenderal Anggaran.

B DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF
jan Kegia an pengesahan | rewsn DIPA T:A: 2016 diatur sebagai berikut:.

Tahapan ) »;RentanAcLWaktu

si DIPA oleh Satker di DJA dan Kanwul Dl’qen "~ Paling lambat tanggal
akerjanya 20 Februari: 2017

, Visi DIPA oleh DJA dan, ..thwn; Ditjen | .P.anng,lamb.a.t:tanggal.
Perbend, h_araa N : ! - 23 Februari2017




doampiranV-Sarat Direktus Jer‘de'at Perbendaharaan:

Nomor 8- :
“Tanggal : %Februari ,.20,,1,7

, LAMPIRAN V
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES PENYELESAIAN SPM/SP2D GUP ~ NIHIL/PTUP TAHUN 2016

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T A, 2016 diatur sebagai berikut:

A KETENTUAN UMUM
1 Tata card épemrosesan SPM/S ""’2D-GUP NihillPTUP" betpedoman pada PMK Nomor

20,_ T deng N jadwat dlatur sebaga; benkut _ S |
[No | "~ Tahapan _ | | Rentang Waktu
-1 Pengajuan SPM GUP NihillPTUP' oleh Satker kepada KPPN Mulat tanggalmsd

ebruar: ’201 7




